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MOTTO 

 

"Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN; semua orang yang 

melakukannya berakal budi yang baik." 

(Mazmur 111:10) 

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk 

mengubah dunia." 

(Nelson Mandela) 
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RINGKASAN 
 

Dalam mengimplementasikan pelayanan Sertipikat Elektronik di seluruh 

wilayah Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan 

Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sistem Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada peraturan ini diterapkan untuk kegiatan: 1) 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali; 2) pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; 

3) pencatatan perubahan data dan informasi; dan 4) alih media. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1) Apakah  implikasi 

hukum atas penerbitan Sertipikat Elektronik terhadap kepastian hukum subyek dan 

obyek bidang tanah ? dan 2)Apakah implikasi hukum dokumen warkah penerbitan 

sertipikat elektronik mampu menjadi sarana alat pembuktian hukum atas 

penyelesaian sengketa bidang tanah ?   

Dari hasil kajian, termasuk implementasi Sertipikat Elektronik di 

Kabupaten Madiun, dapat diketahui bahwa penerapan Sertipikat Elektronik 

membawa dampak positif yang signifikan dalam sistem pertanahan di Indonesia. 

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, sertipikat ini juga mengurangi potensi 

sengketa melalui keakuratan data yang terintegrasi serta memberikan kepastian 

hukum yang lebih kuat. Selain itu, digitalisasi layanan pertanahan turut mendorong 

pemerataan akses, meskipun masih diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan di 

daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. 

Integrasi Sertipikat Elektronik dengan Dokumen Warkah Elektronik 

menjadi langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum atas tanah. Selain 

meningkatkan efisiensi dan transparansi, sistem ini juga memperkuat akurasi data 

pertanahan serta meminimalkan risiko kehilangan dokumen. Lebih dari itu, 

Dokumen Warkah Elektronik berperan penting sebagai alat bukti yang sah dalam 

penyelesaian sengketa, karena merekam secara akurat riwayat kepemilikan dan 

legalitas tanah. 

Dari hasil kajian, Penulis memberikan saran-saran : 1) Untuk memastikan 

keberhasilan sistem sertipikat elektronik, disarankan agar Pemerintah dalam hal ini 

Kantor Pertanahan untuk menetapkan regulasi yang jelas dan tegas, memperkuat 

infrastruktur pendukung, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, 

peningkatan sistem keamanan, edukasi literasi digital, dan pengembangan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif perlu menjadi prioritas dalam 

mendukung implementasi sertipikat elektronik secara optimal.; dan 2)  Agar 

transformasi dari warkah konvensional ke warkah elektronik, termasuk Akta PPAT 

dalam penerbitan Sertipikat Elektronik, dapat berjalan optimal dan memberikan 

manfaat maksimal dalam efisiensi, transparansi, serta akurasi data pertanahan, 

disarankan untuk memperkuat aspek-aspek penting seperti: a) Peningkatan 

infrastruktur guna mendukung sistem digital yang andal; b) Pelatihan dan 

sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan sistem 

elektronik; c) Penguatan regulasi guna memastikan keabsahan dokumen elektronik 

serta perlindungan data yang memadai; dan d) Audit berkala untuk menjamin 

keamanan, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. 
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ABSTRAK 
 

Penerapan Sertipikat Elektronik membawa dampak positif yang signifikan 

dalam sistem pertanahan di Indonesia. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, 

sertipikat ini juga mengurangi potensi sengketa melalui keakuratan data yang 

terintegrasi serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, 

digitalisasi layanan pertanahan turut mendorong pemerataan akses, meskipun 

masih diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan di daerah dengan keterbatasan 

infrastruktur teknologi. 

 

Integrasi Sertipikat Elektronik dengan Dokumen Warkah Elektronik 

menjadi langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum atas tanah. Selain 

meningkatkan efisiensi dan transparansi, sistem ini juga memperkuat akurasi data 

pertanahan serta meminimalkan risiko kehilangan dokumen. Lebih dari itu, 

Dokumen Warkah Elektronik berperan penting sebagai alat bukti yang sah dalam 

penyelesaian sengketa, karena merekam secara akurat riwayat kepemilikan dan 

legalitas tanah. 

 

Dari hasil kajian, penulis memberikan saran-saran : 1) Untuk memastikan 

keberhasilan sistem sertipikat elektronik, disarankan agar Pemerintah dalam hal ini 

Kantor Pertanahan untuk menetapkan regulasi yang jelas dan tegas, memperkuat 

infrastruktur pendukung, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, 

peningkatan sistem keamanan, edukasi literasi digital, dan pengembangan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif perlu menjadi prioritas dalam 

mendukung implementasi sertipikat elektronik secara optimal.; dan 2)  Agar 

transformasi dari warkah konvensional ke warkah elektronik, termasuk Akta PPAT 

dalam penerbitan Sertipikat Elektronik, dapat berjalan optimal dan memberikan 

manfaat maksimal dalam efisiensi, transparansi, serta akurasi data pertanahan, 

disarankan untuk memperkuat aspek-aspek penting seperti: a) Peningkatan 

infrastruktur guna mendukung sistem digital yang andal; b) Pelatihan dan 

sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan sistem 

elektronik; c) Penguatan regulasi guna memastikan keabsahan dokumen elektronik 

serta perlindungan data yang memadai; dan d) Audit berkala untuk menjamin 

keamanan, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. 

 

Kata kunci : sertipikat elektronik, dokumen warkah, alih media 
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ABSTRACT 
 

The implementation of Electronic Certificates has brought significant positive 

impacts to the land administration system in Indonesia. In addition to improving 

administrative efficiency, these certificates also reduce the potential for disputes 

through integrated data accuracy, providing stronger legal certainty. Furthermore, 

the digitization of land services promotes equal access, although efforts are still 

needed to address challenges in areas with limited technological infrastructure. 

 

The integration of Electronic Certificates with Electronic Deed Documents is a 

strategic step in ensuring legal certainty over land ownership. In addition to 

improving efficiency and transparency, this system also strengthens the accuracy of 

land data and minimizes the risk of document loss. Moreover, Electronic Deed 

Documents play a vital role as legitimate evidence in resolving disputes, as they 

accurately record ownership history and land legality. 

 

Based on the findings, the author offers the following recommendations: 1) To 

ensure the success of the electronic certificate system, it is advised that the 

Government, particularly the Land Office, establish clear and firm regulations, 

strengthen supporting infrastructure, and encourage active public participation. 

Furthermore, enhancing security systems, digital literacy education, and developing 

effective dispute resolution mechanisms should be prioritized to optimize the 

implementation of electronic certificates; and 2) To ensure the optimal 

transformation from conventional deed documents to electronic deed documents, 

including PPAT Deeds in the issuance of Electronic Certificates, the following 

aspects should be reinforced: a) Improvement of infrastructure to support a reliable 

digital system; b) Training and socialization to enhance understanding and skills in 

using the electronic system; c) Strengthening regulations to ensure the legitimacy 

of electronic documents and adequate data protection; and d) Periodic audits to 

guarantee security, accuracy, and compliance with established standards. 

 

Keywords: electronic certificate, deed document, media transfer 
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